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Bersama inl dikirimkan kepada Saudara salinan surat-edaran
Menteri Urusan Pegawai tanggel 11 Nopember 1952 No,M,25-33-27/Aw.
21L-42 tentang hal jang tersebut pada pokok surat ini, unbuk di-
maklumi dan didjadikan pedoman seporlunja (lihat surat kami tang-
g2l 3 Nopember 1952 No,UP.22/137/%6.)

A.n.Menteri Dalsm Negeri,
Z; Kepa bagian Pegawal,
|
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(M. 4 MUCHTAR) lec.
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KEMENTER IAN URUSAN PECAWAI ' DJAKARTA, 11 NOPEMBER 1952,
DJALAN KRAM%T RAYA 132

______ 9{-?5&§é§£él~_~n____ L, Kepada

NO.M.25—55—27/AW.2lh-h2. . Jth, 1, Semua M E.N T BRI

2. Para Pembesar lainnja jang
; berhak mengangkat dan mem-

Perihal : Undang2 pensiun,- berhentikan pegawai Negeri.

e e L

Lampiran: -

SURAT-EDARAN,

1, . Seperti diketahui, maka pada tanggal 21 Oktober 1952 mulai
berlaku Undang-undang No,20/1952, tentang pensiun pegewai Ne-
. gerl sipil.-

2o lengenai beberapa hal Undang-undang itu menurut perubshan?
penting dari ketentuan2 Jang berlaku sebelumnja, a,l. mengenal
. golongan2 pegawai jang kinl berhak menerima pensiun,-~

Be Berdasar atas suatu amendemen dari Dewan Perwakilan Rakjat
pada wek tu merundingkennja Undang2 itu, maka jang berhak atas
pensiun i1tu menurut pasal 1 adalah "pegawai Negeri tetap dan se-
mentera". Adapun jang dimaksudkan dengan pegawail Negeri "semen-
tara" tadi, mengingat alan perundingan dalam D,P,R. itu dan kata-
kata jang dipergunakan oleh pengusul amendemen, adalsh mereka

"jang menduduki djebatan organiek". Seperti diketahui, maka arti-
nja "djabaten organiek" itu, ialah suatu djabatan jang telah dite~
tapkan dalan peraturan gadjl jang berlaku dan termasuk formasi

- jang telah ditentuksn oleh Kementerian/Djawatan jang bersangkutan.

e Berhubung dengan itu, maka istilah "pegawai sementara menurut
pasal 1 Undang?2 pensiun itu berarti: seorang pegawai jang telah
diangkat dalam suatu djabatan, jang telah ditetapkan dalam, dan
diberi gadji menurut peraturan gadjli jang berlaku, (Jjaltu pada
waktu sekarang ialsh P.G.P.) dan jang djabatannja termasuk for-
masi pegawai jang telash ditentukan. Dengan demikian, meka delam

_istlilah, "pegawai sementara'" itu tidak termasuk: :
a.pegawai bulanan N AR
b.pegawai/pekerdja harian . :
c.pegawai/pekerdje jang diberi upah menurut djumlah djam mereka

“ bekerdja - :
de.mereka - jang digadji menurut peraturan upah setempat,.

e.pegawal pensiunan jang dipekerdjakan kembali dan jang menerima
terus pensiunnje disamping penghesilan dari Kas Negeri +)

5e Tidak termasuk pula dalam istilah pegawail sementara menurut
Unideang2 pensiun, islah golongan pogawal jang dipeksrdjakan atas
‘ikatan dinas untuk waktu terbatas (Kort-verband). Mereka telah
‘diberikan tundjangan ikatan dines (Kort-verbandtoelage), Jang
dimaksudkan sebagai sematjam djaminan hari-tua, djadl semat jam

s Meskipun sebenarnja tidak perlu ditegaskan lagi, akan tetapi
untuk lengkapnja, dapat pula ditjatat, bahwa djuga mereka jang
dipekerdjakan atas suatu perdjandjian-bekerdja berdasar hukrn

- 8ipll, tidak termasuk istilah pegewal sementara menurut Undang-
' undang pensiun, : :
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Te Achirnja diminta perhqtlen bahwa ketentuoa dalam pasal 1
Unaang—undang ini, tidsk membawa perobshan? lain dalam kedu~
dukan pegawai sementara. Semua peraturan2 mengenal kedudukan
pegawai sementara, (ketjualli jang berhubungan dengan haknja
jang sekarang dlberlyan atas pen51un) djika tidak ada peneta-
pan lain, terus berlaku.- R

MENTE(I URUSAN PEGAWATI,
ttd, :
(B 0 BER O8O0 ).

-y R G S . oy . W] SR e

+) Hal ini berarti, bahwa pegawai pensi iunan,® jang dipekerd jakan
kembali berdasar pssal 8 ajat lc dari P.G.P., tidak otomatis
dapat mempertinggl dasar pensiumnja. Untuk maksud 'ini, mereka
sebelumnja harus diangkat kemball dalam djabatan tetap, me~
nurut surat-edaran Perdana-Menteri tanggal 0 Djanuari 1951
No.453/51, atau dengan ment jabut penglunddo dlsesuaikan selu-
ruhnja daTam P.G.P. sebagai pegawal sementera.- :

Untuk salinan jang sama bunjlnja,‘ -
Kepala sub bagian Argip/Ekspedisi K.D.N.
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(M Kas%ha|ﬂnle Adiwidjaja)le.
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Kepada

« Semua Gubernur,

' b Residen/Residen Koordinator,
" Bupati,
" Wali Kota,
4 Direktur Kursus Dinas B,

|
2
5
2; Kepala Daerah Istimews Joggakarta, :
T« Biro Pendidikan Mahasiswa di Jogjakarta.

——————————— -y e

No.U.P.22/71/L10. Tanggal: 15 Mei 1953,- Lampiran s 1 bendel.,

Perihal: Usul penindjauan kembali P.P. Nr.19 tahun 1952
berhubung dengan U,U, Nr,20/1952,

Men jambung surat kami tanggal 3 Djanuari 1953 No.UP.22/
1/29, bersama ini dikirimkan salinan surat Menteri Keuangen tgl.
20 April 1953 No.71808/U.P. berikut lampiranZ2nje tentang hal
jang tersebut pada pokok surat ini jang ditudjukan kepada Per-
dana Menteri, untuk dimaklumi.

T.4i.Muchtar)ic,




Salinan;

'MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONLSIA

DJAKARTA.
--------------------------- Djakarta, 20 April 1953.-
No 71808/U.F.
I@mpiran. o T~
Perihal ¢ Usul penindjauan kembhali P. P. S Kepade
Nr,19 tahun 1952 berhubung de- Perdana Menteri
ngan U,U, Nr, 20/1952, di
DJAKARTA
AMAT SEGERA:
1; Bersama ini diminta dengan hormat penhatian Jaude~
ra untuk hel tersebut dibawah ini, ‘
2 ‘  Mepnurut pasal 1 ajat (1) huruf a, F.F, Nr,19 tahun

1952 (Lembaran Negara Nr.25), tentang pemberian pensiun ke-
pada djanda dan tundjangan ke?ada anak jatim platu pegawal
Negeri, jang dimaksud dengan "pegawel " menurut peraturan
tersebut ialah "pegawal Nege:rl menurut Peraturan Pensiun
Pegawal Negeri Sipil jang ber1aku"

B "Pegawai Negeri® sepertl dimaksud dlatas adalah
‘pegawal dalam djabatan Negerl totap, karena Peraturan Pen-
slun Fegawal Négeri‘gipil jang terlaku pada saat itu ha-
njalah mengenai pegawail Negeri tetap, djadi tidak teT~

masuk pegawal sementara,

. Kemudian dengan Undang? Nr 20 tahun 1952 (Lemba~
ran Negeri Nr,7l) ditetapkan peraturan baru mengenai pem-
berian pensiun kepada bekas pegawai Negeri sipil, jang
berlaku mulai Undang2 tersebut diundangkan (tanggel 21-10-
1952). Dalam Undang2 ini jang dimeksud dengan pegawal Ne-
geri ialah pegawal ang diangkat sebagal pegawal Negerl .
tetap dan sementara fpasal . N Undan52 tersebut). :

e Pada penetapan Undang2 tersebut tidaklah diperha-
tikan maksud dan tudjuen P.FP. Nr.19/1952 tersebut diatas,
sehingga'dengan adanja tafsiran mengenal pegawai Negeri se-
pertl tertjantum dalam pasal 1 Undang2 Nr.20/1952 itu,
djanda dan/atau anak jatim pilatu pegawai Negeri sementara
seoleh-oleh dengan sendirinja akan berhak pula atas pom-
berian pensiun djande ecg., tundjangan jatim pilatu, padahal
pemberian pensiun ¢q. tundjangan serupa itu tidaklah di-
maksud oleh P.P. Nr.19/1952,

6 *  Berhubung dengan itu maka dengan surat-edarannja
tanggal 11 .Ndpember 1952 Nr.M,25-33%-27/iw.214-1i2 (ajat T)
oleh Menteri Urusan Pegawal pun ditegaskan, bahwa ke ten-
tuan dalam pasal 1 Undang2 Nr.20/1952, tidaklsh membawa
perubahan2 lain dalam kedudukan pcpawai sementara, Semua
peraturan mengenail kedudukan pegawai sementara (ketjualil
Jang berhubungan d engan hak jang sekarang diberikan atas
pensiun), djika tidak ada penetapan lain, terus berlaku,

Te Kemudian d engan suratnja tanggal 7 Maret 195% Nr,
A 25 12-30/aw,55-39 kepada Kepala. Djawatan Perbendaharasn
dan Kas2 Negeri, sebagal djawaban atas surat Kepala Djawa-
tan torsebut tanggal 9-12-1952 Nr.3077 'L1/PKN, . jang masing?2
salinannja terlempir bersama ini, oleh Menterl Urusan Pega-
wai dinjatakan, tbahwa mulai berlakunja Undang2 Nr.20/1952,
jaitu 1-10-1952, dalem istilah "pegawai Negeri menurut P.P,
© Nr,19/1952", formasuk pegawal Negeri tetap dan pegawai Ne-
_g_/i sementara, seperti termuat dalam pasal 1 Updange Nr,

0/1952, d an oleh karenanja dari pegawai Negeri ssementara
haruq'lah Ainimmentr [[aernendF?d +Farhodan noaoawad Nocowd +atan)
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B Terhadap tafsiran demikian itu saja merasa sangat
keberatan., Bukan Etu jang dimaksud semula oleh P,I', Nr.l1l9/
1952 tersebut karcnas sebagalmana telah diuraiken diatas 7.P,
itu hanja berlaku bagi pegawai Negeri tetap, Dengen berlaku-
nja P,P,Nr,19/9952 terhadap djanda cq. enak jatim piatu
pegawal Negerl sementara, aklbatnja bagl keuangan Negara ti-
‘dak: dapat diduga2kan dan dipertanggungan djawabkan, karena
pada umumn ja untuk pengangkatan pegawail Negeri sementara
(berdasarkan U,U, Nr.20/195%2, termasuk pula pegawai sementa-
ra Bangsa [sing) tidak dilakukan léebih dulu pemeriksaan ke-
sehatannja oleh Madjelis Pengudji Kesehatan,

Qe Berhubung dengan uraian diatas, maka kami anggap
perlu selekas mungkin menindjau kembali P,T. Nr.19/1952 terse-
¢ but diates dan merubah sedemikian, hingga P.P, itu hanja ber-
© .laku bagi djanda pegawail Negeri tetap, jang berdasarkan peratu
ran pensiun jang berlaku berhak atas pensiun,

10,  Achirnja ditjJatat disini, bahwa sambll menunggu ke-
putusan tentang sodl tersebut diatas, dengan kawat kami tang-

gal 2 bulan ini. Nr, [2li jang salinannja bersama ini dilam-
pirkan pula, telah diberitahukan kepada masing2 instansi jang
bersangkutan, bahwa untuk sementara dari gadji pegawal Negeri
. sementara tidak akan dipotong iuran2 guna Dana Pensiun Djanda/
anak jatim platu, '

MENTERI KEUANGAN,
dtt,. :
Sumitro Djo johadikusumo.

Cece 1o Menteri Urusan Pegawai,
2. Dewah Pengawas Keuangan, -
"%+ Semua Kementerian (Xetjuali, Kem.Ur.Pegawal),
« Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas2
Negeri, -

Untuk salinan Jang sama bun jinja,
Kepala Sub Bagisn Arsip/Ekspedisi:KDN.

The ',
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SALINAN DARI SALINAN.

KEMENTERIAN KEUANGAN Djakarta, 9 Desembor 1952,-

No, : 307741/P.K.N. L=

Lampiran: ~l1- " ' A 1

Perihal g Istilah pogawai-somentara Kepada
menurut P.P. No.19/1952,- Kepala Kantor Urusan Pegawal

-—-ﬂ---- ----------------- f . di
' “ DIAKARTAL.

: Bersama ini kemi minta dungan hormat pevhatian saudara untuk
hal jang berikut. . . -

. Dalam pasal 1 ajat (1) huruf a dari P.P. No. 19 tahun 1952
(L.N, No, 25), mengenal pemborian pensiun kepada ‘djanda dan tundja-
ngan kopada anask jatim~pistu pegawal Negori Sipil ditjantumkan, bahwa
pegawal jang dimaksudkan dalam Peraturan.Pcmerintah tsb. ialah pega-~
wai Negerl menurut Peraturan Pegawai Negeri Sipil jang berlaku.

2, Peraturan tentang pcmbcecrian pensiun pegawai Negoril jang kinil
berlaku adaleh Undang-undang tentang pemberian pensiun pcegawal Nege-
ri Sipil, termaktub dalam UU No. 20 tehun ini, jang dimuatkan dalam
Lembaran Negara Nos 7l tahun ini djuga dan berlaku mulail hari pe- .
ngundangannja, jakni tanggal 21-10~1952.

Dalam pasal I dari Undang-undang tsb. ditetapkan bahwa jang
dimaksudkan dengan pegawei Negori lalah pegawal jang diangkat scba=~
gal pegawal Negeri tetap maupun schbagal pegawal sementara,

3. Dari Ketentuan itu dapatlah kiranja diambil kesimpulan bahwa
pun dalam P.P., No. 19 tsb, diatas, dengan pegawal Negeri dimaksudkan
djuga peghwail scmentara. Dan berhubung dengan itu dari pegawai semen-

-tara harusleh pula dipotong dari gadjinja bulanan selainnja 2% iuran

untuk pensiun sendiri, 7% untuk pensiun djanda dan tundjangan anak
jatim-piatu (pegawal wanita 2%).

4. Oleh karena hal itu tidaklah termasuk tugas kewadjiban kemi
untuk memutuskan apelsh tafsiren dan kesimpulan itu betul adanja,
maka bersama ini kami minta sudileh kiranja saudara momberli kepada
kami keterangan lebih landjut ce.q. kepastian tentang soal termaksud.

" 5, Kiranja djawaban Saudara dapat kami nantikan dalam tempo jang

“-singkat, agar kepastian jang dimaksudkan dapat pula selekas mungk;n

keml sampaikan kepada para Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan, se-
perti tertera dalam achir ajat L dari surat kemi hari ini No. 302762/
PeKeNe jJjang dilampirkan pada surat ini.

Kepala Djawatan
Perbendaharaan dan KasZ2 Negeri
ttd,

Tembusan dikirimken untuk ( R« Tjahjono ).
diketahui kepadas
1., Dewan Pengawas Keuengan di Bogor;
2. Semus Kementerian, dengan permintaan supaja disampaiken kepada semua
Djawatan/kantor dalam lingkungannja masing2;
. Semua Kepala K.P.P,; )
a. Direktur Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta, menundjuk tembusan kawat-
nja kepada Mentori Urusan Pegawai tg.8-11-1952 No.dp/22/5/9/52;
5. Semua Perusahaan/Djawatan Pemerintah dengan Perbendaharaan sendiri;
6« Wke Direksi Dana Ponsiun Indonesia di Bandung; . ke
g. Kepala Djawatan Perbendaharsan Pusat Kementerian Pertahanan di Djakarta;
« 'Kepala Dinas Pensiun Militer D,DsAM.A.D., di Bandung;
''g. Semua Gubernur di Djawa, Sumatera, Kelimantan, Sulawesi, Sunda Ketjil
dan Maluku,-

/ Uhﬁuk salinan jang pane bunjinja.

e ok e
o el 22%4&&,‘
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KEMENTERIAN URUSAN PEGAWAIL,
——————— B2 0 T o o o e S o - : Djakﬁx‘ta, 7 ?\{arct 1953.-

No. . 2 A.25-12-30/AW.55=39,

Perihal : Istilah Pegawal Ncgeori
menurut Peraturan Pemerintah
No. 19 tshun 1952,.=-

O G B D n mm B e e SR G G a6 M R AR e e M v e e

~Kepada
Kepala Djawatan Perbenda-
harsan dan Kas2 Negori

Bhpit S v on,

1. Menarik surat Saudara tanggal 9 Desember 1952 No.
307741/P.K.N. tentang hal tersecbut diatas, bersama ini
dipcrmaklumkan dengan hormat, bshwa mulal tanggal berlakunjz
Uhdang-Uhdang No.20 tahun 1952 tentang pomborian pensiun
kepada pcgawal Negeri Sipil, Jjeitu 1 Oktober 1952, maka de-
lem pengertian istilab "pegawsl Negeri® menurut Peraturan
Pemcrintsh No. 19 tahun 1952 tontang pemberian pensiun kopa-
da djanda dan tundjangan kepada anak jatim-platu pegawal HNo-
gori Sipil, termasuklah pegawai Negoerl tetap dan pegawal Lio-
geri sementara mcnurut Undang=2 No. 20 tahun'l952 tersebut.
24 Berhubung dengan hal 1tu, maka tepatlah kesimpulan
jaﬁg termuat dalam kalimat 3 surat Saudara terscbut diatas, -
bahwa tidak hanja dari pogawai Negeri tetap, melainkan djiusa
dari pegawai Negerd scmentara hapuslah dipungut selainnja
2% iuran untuk pensiun sendiri, djuga luran 7% dari gadji
bulanan untuk pensiun djanda dan tundjangan anak jatim-pi.t
(pegawai wanita 2%4) menurut kotentuan2 dalam Poraturaqﬁho. 19
tahun 1952 tersebut. : - [warnﬁmh
Demikianlah agar Saudara mendjadd maklum adanjae.~

Avn. MENTERI URUSAN PEGAWAI,

Sekrotaris,
deto.to
( Soedirdjo ).

Tombueans

- Semua Kementerian,

- Kotua Dowan Pengawas Kuuangan,

Direktur Xebinet Presiden,

SckrePordena Menteri,

= Sbl{"(\thrlat D P.R._R. Te

" Dﬁn& Pensiun di Bandung dan Jogjakarta,

- Beglan Pensiun/Tunqgangan K.UsPs di Bandung dan Jogjakarta.

P R T

f Mtuk salinan jang sama bunjinja.
TK pala Sub.Bagian Arsi /Ekspedisi KaDell,

( M.K.jégygy;yzﬁrd”iEfl
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Djakerta, 2 Ap r 11 21953.-

Nr, 66706/PKN/L2)

KPPER BANDUNG KPPER DANDJARMASIN
SEMARANG PONTIANAK
JOGJAKARTA MaKASSAR
SURABAJA TOMOHON
PALEMBANG AMBOINA
PADANG SINGARADJA
MEDAN TANDJONGPINANG

L2, MENUNDJUK SEKPKN TGL 9 DES AP HO 302762/PKii KURBK
AJAT L KALIMAT PENGHABISAN KURTP DAN BHDGN SRT MENT
URUSAN PEG T@L 7 MRT JBL NO A-25-12-30/AW 55-39 KMA
DIULANGI BHW SELAMA BELUM DITERIMA PETUNDJUK PETUNDJUK
SEPERLUNJA DARI KPKN KMA MAKA DARI PEG NEG SEMENTARA
DJANGAN DIPOTONGKAN IURAN IURAN GUNA DANA PENS DJANDA
DAN TUNDJ ANAK JATIM PIATU  TTHBS '

MNKEU
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A.n, Menterl Keuangan
Kepala Bagian Arsip/
Ekspedisi,
bt
( Pangaloan Siregar ).

Tindasan untuk dimeklumi kepadas

1le Dewan Pengawas Keuangan di Pogor;

2. Direktur Kabinet Presiden;

3. Semua Kementerian, dg.permintaan supaja disampaikan kepada
Djawatan2/Kentorn2 delam lingkungannja masing2;

L. Sekretariat Perdana Menteri;

5. Sekretariat D.P,R, R.I,

6s Kepala K.U.P, dl Djakerta;

g; Direktur Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta;

o WkeDireksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung;

9, Semus Perusahaan2/DjawatangPemorintah dengan perbeondaharaan sendiri;

10, Kepala Djawatan Perbendaharaan Pusat Kementerian Pertahanan
di Djakarta;

11, Kepala Dinas Pensiun Militer (D.DeaM.ideD. ) di Bandung;
untuk diperhatikan seckedar mengenai pegawaill sipll dalam
lingkungan Kementerian Pertahanan;

12, Kepals Kantor Pusat Perbendahqpaan di Djakarta;

13, Semua Kepala K.P.T,UsK.N,

; Untuk sallnan jang sama bunjinjae
/Kepala Sub Bagian J 31p/Eks disi K.D, N.,

by
v v
(/. Adf%iififffig::,,//




e : Salinan, ‘{r*‘"’

PEMERINTAH DAERAH KOTA KETJIL A -
SALATIGA.
Bagian: U.P.
No.U.P.Xk.1/90. SALATIGA, 28 Djanuari 1953.
Lampiran: -

Perihal : Pernjataan sebagai pegawail
tetap berhubung dengan fasal 1
Undang? No,20 th.1952 (pegawai
sementara), -

——— — e i S i G S b B G e G o ety B P D S e i G M o

Kepada
Kementerian Dalam Negeri
(Baglan Otonomi dan Desentra-
lisasi) Sub Bagian IV

di

Berhubung dengan surat-edaran Saudara tanggal 20 Djanuari
1953 No.Des.32/1/3, dialamatkan kepada senua D.P.D./Kepala Dae-
rah Propinsi perihal tersebut pada pokok surat ini, tembusan
surat-edaran mana kami terima langsung, maka dengan ini kami
mohon dengan hormat suka apalah kiranja Sdr. mengirimkan turu-
nan penegasan Menteri Urusan Pegawai tanggal 3 Djanwari 1953
No.h.23-1-20/Aw,3-~38, untuk memperlengkap segala sesuatu jang
mengenai urusan Kepegawaian.

Kemudian atas pengiriman surat tersebut terima kasih

kami haturkan.-~-

Wali Kota Salatiga,
B/t. Sekretaris,

ttd.,
(R SOEPARTO).

Untuk salinan jang sama bunjinja:
Kepala Sub Bagian Arsip/Bkspedisi KDN.,

idjaja) 1




